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Abstrak  

Pengendalian izin lingkungan dalam proyek strategis nasional (PSN) berperan krusial dalam menjaga 

keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Hukum administrasi memegang peran penting 

dalam mengatur mekanisme perizinan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengurangi dampak 

negatif terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar. Artikel ini membahas konsep hukum administrasi, prosedur 

penerbitan izin lingkungan, serta peran lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan serta pemerintah daerah, dalam pengawasan dan penegakan hukum. Analisis studi kasus beberapa 

PSN mengungkap tantangan hukum, seperti transparansi, akuntabilitas, dan konflik kepentingan yang sering 

muncul dalam perizinan. Selain itu, implikasi kebijakan terhadap keberlanjutan proyek dan kesejahteraan 

masyarakat turut dikaji. Dengan mempertimbangkan aspek hukum dan sosial, artikel ini menawarkan 

rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas administrasi perizinan lingkungan melalui reformasi kebijakan, 

penguatan pengawasan, serta peningkatan partisipasi publik. Penelitian ini memberikan wawasan bagi perbaikan 

sistem perizinan PSN agar pembangunan tetap berkelanjutan dan selaras dengan prinsip perlindungan 

lingkungan. 

Kata Kunci: Hukum Administrasi, Izin Lingkungan, Proyek Strategis Nasional, Pengawasan Pemerintah, 

Kebijakan Lingkungan   

Abstract 

Environmental permit control in national strategic projects (PSN) plays a crucial role in maintaining the balance 

between development and environmental protection. Administrative law is essential in regulating licensing 

mechanisms, ensuring compliance with regulations, and mitigating negative impacts on ecosystems and 

surrounding communities. This article discusses administrative law concepts, environmental permit issuance 

procedures, and the role of government institutions, including the Ministry of Environment and Forestry and local 

governments, in supervision and law enforcement. Case study analysis of several PSNs reveals legal challenges 

such as transparency, accountability, and conflicts of interest frequently encountered in the permitting process. 

Additionally, policy implications for project sustainability and community welfare are examined. By considering 

legal and social aspects, this article offers recommendations to enhance the effectiveness of environmental permit 

administration through policy reforms, strengthened oversight, and increased public participation. This research 

provides insights for improving PSN permitting systems to ensure sustainable development while aligning with 

environmental protection principles.  

Keywords: Administrative Law, Environmental Permit, National Strategic Projects, Government Supervision, 

Environmental Policy   
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PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari strategi pembangunan 

berkelanjutan, pemerintah sering kali menetapkan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang 

bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, optimalisasi sektor energi, serta penguatan 

bidang lain yang berdampak luas bagi kehidupan sosial-ekonomi. Meskipun proyek-proyek ini 

menawarkan manfaat besar, implementasinya sering kali menghadapi tantangan kompleks, khususnya 

dalam aspek lingkungan. Dampak ekologis dari proyek strategis nasional dapat berpengaruh terhadap 

kelestarian ekosistem, meningkatkan potensi pencemaran, serta berisiko terhadap kesejahteraan 
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masyarakat yang berada di sekitar lokasi proyek. Oleh karena itu, regulasi terkait izin lingkungan 

menjadi aspek fundamental dalam memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan secara seimbang 

dengan prinsip keberlanjutan. Hukum administrasi memainkan peran sentral dalam pengendalian izin 

lingkungan. Sebagai cabang hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan dan interaksi            antara 

negara dengan masyarakat, hukum administrasi berfungsi untuk memastikan transparansi, 

akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang diterapkan dalam sistem perizinan lingkungan. 

Dalam konteks proyek strategis nasional, hukum administrasi diperlukan untuk mengendalikan 

pemberian izin agar tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi dan investasi, tetapi juga 

mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan hidup.   Mekanisme hukum administrasi dalam 

pengendalian izin lingkungan mencakup prosedur perizinan yang harus diikuti oleh pemohon, peran 

otoritas lingkungan dalam meninjau dampak proyek, serta mekanisme pengawasan yang bertujuan 

untuk mencegah penyalahgunaan atau kelalaian dalam implementasi proyek yang dapat merugikan 

ekosistem dan masyarakat.  

Peran hukum administrasi dalam pengendalian izin lingkungan mencerminkan prinsip 

keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi, yang menjadi dasar dalam memastikan 

pembangunan berkelanjutan. Regulasi yang diterapkan dalam sistem perizinan bertujuan untuk 

melindungi sumber daya alam, mencegah eksploitasi berlebihan, serta memastikan bahwa proyek 

strategis nasional dilaksanakan dengan standar keberlanjutan yang tinggi. Mengingat skala dan cakupan 

proyek strategis nasional yang luas, penerapan hukum administrasi menjadi semakin penting agar setiap 

keputusan pemerintah dan pemangku kepentingan didasarkan pada kajian yang komprehensif serta 

mempertimbangkan kepentingan publik secara menyeluruh. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana hukum administrasi berperan dalam proses pengendalian izin lingkungan, serta 

mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam konteks proyek strategis nasional. Studi 

kasus yang dibahas dalam penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi 

oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menjalankan sistem perizinan yang bertanggung 

jawab. Melalui pendekatan normatif dan empiris, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan sistem perizinan yang lebih transparan, akuntabel, serta selaras dengan prinsip 

keberlanjutan lingkungan.  

Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang 

memengaruhi implementasi hukum administrasi dalam perizinan lingkungan, termasuk aspek regulasi, 

kelembagaan, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Dengan mengkaji peran hukum 

administrasi dalam pengendalian izin lingkungan pada proyek strategis nasional, diharapkan dapat 

diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana regulasi dapat berfungsi sebagai 

instrumen yang tidak hanya menunjang pembangunan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara 

kepentingan ekonomi dan perlindungan ekologi. Pembahasan dalam artikel ini akan memperlihatkan 

bagaimana hukum administrasi dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan sistem perizinan 

yang lebih baik, serta bagaimana implementasinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan 

lingkungan dalam jangka panjang.   

 

METODE PENELITIAN  
Artikel jurnal ini akan membahas peran hukum administrasi dalam mengendalikan izin 

lingkungan untuk proyek strategis nasional (PSN) dengan pendekatan penelitian normatif dan studi 

kasus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif untuk menganalisis bagaimana 

regulasi administrasi diterapkan dalam proses perizinan lingkungan serta bagaimana mekanisme 

pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan 

yang berlaku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup studi dokumen, yaitu kajian 

terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen kebijakan terkait izin lingkungan, serta 

analisis putusan pengadilan guna memahami dinamika penyelesaian sengketa lingkungan dalam 

konteks proyek strategis nasional. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis secara normatif untuk menilai 

kesesuaian penerapan hukum administrasi dengan tujuan perlindungan lingkungan serta secara 

komparatif untuk mengidentifikasi pola dan tantangan yang muncul dalam beberapa proyek strategis 

nasional. Artikel ini juga akan mengevaluasi dampak kebijakan terhadap lingkungan dan masyarakat 

sekitar, menelaah sejauh mana kebijakan pemerintah berkontribusi terhadap keseimbangan antara 
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pembangunan dan konservasi lingkungan, serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan 

efektivitas pengendalian izin lingkungan dalam proyek-proyek yang memiliki dampak luas terhadap 

sektor ekonomi dan ekologi nasional. Dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, artikel ini 

diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya peran hukum 

administrasi dalam menciptakan mekanisme regulasi yang berimbang agar pembangunan dapat berjalan 

secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat secara 

keseluruhan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang ilmu hukum yang berperan dalam 

mengatur tindakan serta aktivitas badan pemerintahan dalam menjalankan fungsi eksekutif. Menurut 

Goodnow (1900), pemerintahan modern harus berperan lebih aktif dalam merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan guna merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam konteks 

administrasi pemerintahan, Hukum Administrasi Negara (HAN) tidak hanya berfungsi sebagai pedoman 

bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan mengambil tindakan administratif, tetapi juga sebagai 

mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak-hak warga negara. 

Dengan adanya HAN, aparatur negara diarahkan untuk bertindak sesuai dengan prinsip hukum yang 

menjamin tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel, sehingga kebijakan yang 

diambil tetap sejalan dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat.  

Beberapa prinsip utama dalam Hukum Administrasi Negara yang menjadi dasar bagi setiap 

kebijakan dan tindakan pemerintah antara lain sebagai berikut:   

1. Peraturan hukum yang sah dan jelas. Prinsip ini menghindarkan pemerintah dari tindakan 

sewenang-wenang yang tidak memiliki dasar hukum, sehingga setiap keputusan administrasi 

harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya prinsip ini, pemerintahan 

dapat berjalan secara tertib dan terstruktur sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan.   

2. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Pemerintah memiliki kewajiban untuk 

memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan administratifnya tidak melanggar hak-hak 

dasar warga negara. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan 

pemerintah dan hak-hak individu, sehingga setiap bentuk kebijakan yang dibuat harus 

mempertimbangkan perlindungan terhadap HAM. Dalam praktiknya, pemerintah harus 

menjamin bahwa hak-hak warga negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak 

memperoleh keadilan, dan hak atas keamanan, tetap dihormati serta dilindungi dalam setiap 

aspek administrasi negara.   

3. Prinsip Kepastian Hukum: Hukum yang diterapkan dalam administrasi negara harus bersifat 

jelas, pasti, dan da pat diprediksi. Prinsip ini memberikan kepastian kepada masyarakat 

mengenai konsekuensi hukum dari tindakan mereka serta keputusan pemerintah. Dengan 

adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta 

memiliki gambaran yang jelas mengenai bagaimana hukum akan diberlakukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain itu, prinsip kepastian hukum juga berkontribusi dalam 

menciptakan stabilitas dalam sistem pemerintahan serta mengurangi kemungkinan terjadinya 
ketidakpastian hukum yang dapat merugikan warga negara.   

4. Prinsip Proporsionalitas: Dalam mengambil kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan 

keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan dampak yang ditimbulkan terhadap 

masyarakat. Prinsip ini menghindari penerapan kebijakan yang berlebihan atau tidak 

proporsional terhadap kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dengan adanya prinsip ini, 

pemerintah dapat menjalankan fungsi administratifnya secara lebih adil, dengan 

memperhitungkan efek positif dan negatif dari setiap keputusan yang diambil.   

5. Prinsip Kehati-hatian: Sebelum mengeluarkan keputusan atau tindakan administratif, 

pemerintah wajib bertindak secara cermat dan teliti dengan mempertimbangkan seluruh aspek 

yang relevan. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap kebijakan harus dirancang dengan 

mempertimbangkan segala kemungkinan dan dampak yang dapat terjadi, sehingga risiko 

kesalahan dapat diminimalkan. Pemerintahan yang bertindak dengan hati-hati akan lebih efektif 
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dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tanpa menimbulkan efek negatif yang tidak 

diinginkan. 

6. Prinsip Transparansi: Pemerintah diwajibkan untuk memberikan akses informasi kepada 

masyarakat mengenai kebijakan dan tindakan administrasi yang diambil. Prinsip ini menjamin 

keterbukaan pemerintahan sehingga publik dapat mengetahui bagaimana keputusan dibuat serta 

alasan di balik kebijakan yang diambil. Transparansi juga berperan dalam meningkatkan 

partisipasi publik dalam pemerintahan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap 

institusi pemerintahan. Meskipun ada beberapa informasi yang dibatasi atau dikecualikan oleh 

peraturan perundang-undangan, secara umum, prinsip keterbukaan mendorong pemerintah 

untuk mengelola administrasi negara secara jujur dan bertanggung jawab. 

7. Prinsip Akuntabilitas: Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dapat 

dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada badan pengawas yang 

berwenang. Akuntabilitas mendorong pemerintah untuk menjalankan pemerintahan secara 

transparan dan bertanggung jawab serta memberikan laporan atas kebijakan yang diterapkan. 

Dengan adanya prinsip ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil 

sesuai dengan kepentingan publik serta tunduk pada mekanisme kontrol yang dapat 

mengevaluasi kinerja pemerintahan secara objektif.   

Keseluruhan prinsip-prinsip dalam Hukum Administrasi Negara di atas saling berkaitan dan 

membentuk dasar bagi terciptanya sistem pemerintahan yang tertata dengan baik. Penerapan HAN yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut memungkinkan terwujudnya pemerintahan yang demokratis, 

adil, dan efektif dalam mengelola administrasi negara. Dengan memahami serta menerapkan konsep 

dasar HAN ini, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin keadilan hukum, 

serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik bagi masyarakat.   

Keseimbangan Antara Pembangunan dan Perlindungan Lingkungan 

Konsep Dasar dan Mekanisme Perizinan Lingkungan dalam Hukum Administrasi Negara. Dalam 

setiap negara yang menerapkan prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, perizinan 

lingkungan menjadi instrumen krusial dalam mengendalikan dampak negatif aktivitas manusia terhadap 

lingkungan hidup. Perizinan lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi 

juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan seimbang dengan upaya 

perlindungan ekosistem. Perkembangan pesat dalam sektor industri, infrastruktur, dan teknologi telah 

membawa banyak manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan tantangan besar terhadap 

kelestarian lingkungan. Jika tidak dikendalikan dengan baik, aktivitas ekonomi dan pembangunan dapat 

menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran udara dan air, serta berbagai 

bentuk degradasi lingkungan yang merugikan keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, sistem perizinan 

lingkungan bertindak sebagai mekanisme kontrol yang bertujuan memastikan bahwa setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh individu atau badan usaha tetap mematuhi standar keberlanjutan yang telah 

ditetapkan oleh negara. Secara umum, izin lingkungan diberikan kepada pihak yang ingin menjalankan 

usaha atau proyek yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan hidup. Tujuan utama dari 

penerapan sistem ini adalah untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan serta memastikan bahwa 

setiap aktivitas yang dilakukan tetap berada dalam batas-batas yang dapat diterima menurut regulasi 
yang berlaku.  

Dalam konteks hukum administrasi negara, perizinan lingkungan juga berfungsi sebagai wujud 

dari prinsip tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab, di mana setiap keputusan dan kebijakan 

yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan 

ekologi. Perizinan lingkungan merupakan bagian dari sistem pengelolaan lingkungan yang lebih luas, 

yang mencakup berbagai aspek seperti perencanaan tata ruang, penegakan hukum lingkungan, serta 

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan lingkungan. Dalam hukum administrasi negara, sistem 

perizinan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari tindakan yang dapat 

merugikan ekosistem serta masyarakat yang bergantung padanya. Tanpa adanya izin lingkungan yang 

jelas dan tegas, banyak pihak dapat dengan mudah melakukan eksploitasi sumber daya alam secara 

berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Hal ini dapat 

menyebabkan berbagai masalah ekologis yang sulit untuk dikendalikan di kemudian hari, seperti 

deforestasi, pencemaran air dan udara, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko 
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bencana alam akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, izin lingkungan menjadi alat kontrol yang 

memastikan bahwa setiap proyek dan usaha yang dilakukan telah melalui evaluasi yang mendalam 

mengenai dampaknya terhadap lingkungan. Sistem perizinan lingkungan di Indonesia telah dirancang 

sedemikian rupa agar memastikan bahwa setiap kegiatan usaha atau proyek yang dilakukan dapat 

beroperasi dengan mematuhi kaidah-kaidah keberlanjutan. Berikut adalah tahapan utama dalam 

perizinan lingkungan:  

1. Penyusunan Dokumen Lingkungan: Pihak yang menginisiasi kegiatan wajib menyusun 

dokumen lingkungan yang mencerminkan skala dan tingkat risiko dari aktivitas yang akan 

dilakukan. Dokumen ini berperan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana dampak 

lingkungan yang akan ditimbulkan serta strategi pengelolaan yang akan diterapkan guna 

meminimalkan dampak negatif tersebut. Berdasarkan tingkat risiko dan skala kegiatan, 

dokumen lingkungan dapat dikategorikan sebagai berikut:   

● Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek atau usaha dengan skala 

besar yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap ekosistem.   

● Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-

UPL) untuk proyek berskala menengah dengan tingkat risiko sedang.  

● Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 

untuk kegiatan berskala kecil yang memiliki dampak lingkungan minimal.   

2. Evaluasi dan Penilaian Dokumen Lingkungan: Setelah dokumen lingkungan disusun, tahapan 

berikutnya adalah proses evaluasi oleh tim atau komisi penilai yang terdiri dari unsur 

pemerintah, pakar lingkungan, serta perwakilan masyarakat yang terdampak oleh proyek atau 

usaha tersebut. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh potensi dampak telah 

dianalisis secara menyeluruh serta terdapat langkah-langkah pengelolaan yang memadai untuk 

menjaga keseimbangan ekosistem.   

3. Penerbitan Izin Lingkungan: Jika dokumen lingkungan dinilai memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan, maka instansi yang berwenang akan menerbitkan izin lingkungan kepada pemohon. 

Izin ini bukan sekadar persetujuan administratif tetapi juga memuat berbagai persyaratan yang 

wajib dipatuhi oleh pihak pemegang izin agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan. Izin ini berfungsi sebagai dasar hukum yang memberikan kepastian bagi para 

pelaku usaha, sekaligus menjadi alat pengawasan bagi pemerintah dalam memastikan bahwa 

setiap kegiatan berlangsung sesuai dengan regulasi lingkungan yang telah ditetapkan.   

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Setelah izin diberikan, pemerintah memiliki tanggung 

jawab untuk melakukan pengawasan secara berkala guna memastikan bahwa ketentuan yang 

ditetapkan dalam izin benar-benar diimplementasikan oleh pemegang izin. Jika ditemukan 

pelanggaran terhadap ketentuan izin lingkungan, maka pemerintah dapat memberikan sanksi 

administratif berupa teguran, denda, atau bahkan pencabutan izin. Dalam kasus tertentu, 

pelanggaran serius terhadap izin lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.   

Indonesia juga memiliki berbagai regulasi hukum yang mengatur sistem perizinan lingkungan 

guna memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan tetap berada dalam koridor keberlanjutan. 
Beberapa regulasi utama dalam perlindungan lingkungan antara lain:   

● Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UU PPLH) 

● Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup  

● Berbagai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) 

● Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah  

Perizinan lingkungan merupakan bagian penting dari sistem hukum administrasi negara yang 

bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan ekosistem. 

Dengan mekanisme perizinan yang baik, diharapkan pembangunan yang dilakukan tetap 

memperhitungkan keberlanjutan lingkungan hidup sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak 

mengorbankan keseimbangan alam. Pembangunan merupakan aspek penting dalam pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa mekanisme pengelolaan yang tepat, 
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pembangunan dapat menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan hidup. Untuk menghindari 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan, konsep pembangunan berkelanjutan 

menjadi landasan utama dalam kebijakan hukum administrasi negara. Pembangunan berkelanjutan 

menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perlindungan 

ekosistem, sehingga setiap keputusan pembangunan harus mempertimbangkan keberlanjutan jangka 

panjang.  

Dalam sistem hukum administrasi negara, izin lingkungan menjadi salah satu instrumen penting 

dalam mewujudkan pembangunan yang tetap selaras dengan kepentingan perlindungan lingkungan 

hidup. Mekanisme ini berfungsi sebagai alat kontrol dalam memastikan bahwa setiap proyek atau 

kegiatan usaha telah memiliki strategi pengelolaan dampak lingkungan yang efektif sebelum diizinkan 

untuk beroperasi. Dalam perencanaan pembangunan, aspek lingkungan wajib diperhitungkan sejak 

tahap awal guna mengidentifikasi potensi dampak negatif serta menentukan langkah-langkah mitigasi 

yang diperlukan. Regulasi hukum mengharuskan adanya kajian lingkungan, seperti Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup (UKL-UPL), serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup (SPPL) yang disesuaikan dengan skala dan risiko dari kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Kajian lingkungan ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang mungkin terjadi 

terhadap ekosistem dan menentukan langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk mengurangi efek 

negatifnya. Dengan adanya integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan, risiko 

pencemaran dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dapat dikendalikan sejak tahap awal.  

Sistem perizinan lingkungan memiliki peran penting dalam mengontrol dampak pembangunan 

terhadap ekosistem. Izin lingkungan bukan hanya prosedur administratif, tetapi juga berfungsi sebagai 

instrumen hukum yang memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan telah mempertimbangkan 

aspek keberlanjutan. Dalam izin lingkungan, terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

pemegang izin, seperti kewajiban dalam pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran, serta 

pemantauan kondisi lingkungan di sekitar lokasi proyek.  Melalui sistem perizinan ini, pemerintah dapat 

menekan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan serta mendorong pelaku usaha untuk 

menerapkan prinsip pembangunan yang bertanggung jawab. Tanpa adanya sistem perizinan lingkungan 

yang ketat, aktivitas ekonomi berpotensi menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak 

terkendali, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat dan ekosistem dalam jangka panjang. 

Selain perizinan, penegakan hukum juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan 

antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Regulasi lingkungan menetapkan berbagai sanksi 

bagi pelanggaran yang berpotensi merusak ekosistem, mulai dari sanksi administratif hingga pidana. 

Hukuman yang diberikan kepada pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan bertujuan untuk 

memberikan efek jera (deterrent effect) agar tidak terjadi pelanggaran berulang di masa mendatang. 

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti 

inspeksi berkala, pemantauan kualitas lingkungan, serta tindakan hukum terhadap pihak yang terbukti 

melakukan eksploitasi lingkungan secara berlebihan.  

Dengan adanya kebijakan yang tegas dalam penegakan hukum lingkungan, kepatuhan terhadap 

standar keberlanjutan dapat meningkat sehingga ekosistem tetap terlindungi di tengah pesatnya 
pertumbuhan industri dan infrastruktur. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga 

keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Dengan keterlibatan publik dalam 

proses perizinan lingkungan, kepentingan masyarakat terdampak dapat dipertimbangkan dalam setiap 

kebijakan pembangunan. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, 

menyampaikan aspirasi, serta mengawasi pelaksanaan proyek agar tetap sesuai dengan prinsip 

keberlanjutan. Transparansi dalam proses perizinan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh 

akses informasi mengenai kebijakan lingkungan serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan keterlibatan aktif publik, kebijakan pembangunan dapat 

lebih demokratis dan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan 

hidup. Dalam hukum administrasi negara, keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan 

lingkungan harus diwujudkan melalui integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan, 

sistem perizinan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam 

pengambilan keputusan. Melalui pendekatan ini, pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan 
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tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan tetap sejalan 

dengan prinsip keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.  

  

Peran Lembaga Pemerintah dalam Pengawasan Izin Lingkungan di Indonesia   

Pengawasan izin lingkungan di Indonesia merupakan proses yang melibatkan koordinasi antara 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta pemerintah daerah. Kedua institusi ini 

memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan industri dan pembangunan yang 

dilakukan di berbagai wilayah tetap mematuhi prinsip perlindungan lingkungan serta pembangunan 

berkelanjutan. KLHK, sebagai lembaga pemerintah pusat, memiliki kewenangan dalam pengawasan 

izin lingkungan, termasuk izin yang berkaitan dengan pembuangan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHK bertugas melakukan pengawasan terhadap 

kepatuhan perusahaan dalam pengelolaan limbah dan dampak lingkungan. Namun, meskipun 

implementasi pengawasan oleh KLHK telah berjalan, studi yang dilakukan oleh Ferdiawan dan 

Fasyehhudin (2021) mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. 

Tantangan tersebut meliputi kurangnya efektivitas pengawasan langsung di lapangan akibat 

keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, hambatan dari perusahaan yang tidak kooperatif atau 

sengaja menghindari pemeriksaan, serta tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah 

yang dapat memperlambat proses pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas 

pengawasan, termasuk penggunaan teknologi pemantauan digital dan kerja sama dengan pihak terkait 

untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan.  

Selain KLHK, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga memiliki peran 

penting dalam pengawasan izin lingkungan. Kewenangan ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang 

memberikan mandat kepada daerah untuk mengelola izin lingkungan di wilayahnya. Sebagai contoh, 

di Kabupaten Kediri, pemerintah daerah melalui Kantor Lingkungan Hidup memberikan pelayanan 

perizinan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) sekaligus melakukan pengawasan terhadap industri 

yang menghasilkan limbah cair.  

Mekanisme pengawasan yang dilakukan meliputi monitoring rutin terhadap kualitas limbah yang 

dibuang oleh industri, inspeksi mendadak (spot check) untuk memastikan kepatuhan perusahaan, serta 

pengendalian limbah melalui uji laboratorium guna mencegah pencemaran sungai dan sumber air 

lainnya. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah daerah berupaya meminimalkan dampak negatif 

industri terhadap lingkungan hidup. Sementara itu, di Kota Tanjungpinang, Dinas Lingkungan Hidup 

fokus pada pengawasan ekosistem mangrove berdasarkan Peraturan Daerah setempat. Kegiatan 

pengawasan ini meliputi pemantauan kerusakan mangrove akibat aktivitas pembangunan atau industri, 

penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya 

menjaga kelestarian mangrove sebagai benteng alami pesisir. Pengawasan ini sangat penting mengingat 

mangrove memiliki fungsi ekologis yang vital, seperti mencegah abrasi pantai dan menjadi habitat 

berbagai spesies laut. Agar pengawasan izin lingkungan berjalan efektif, diperlukan koordinasi yang 

kuat antara KLHK dan pemerintah daerah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain 
harmonisasi regulasi untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia pengawas lingkungan di tingkat daerah, pemanfaatan teknologi seperti sistem online 

untuk pelaporan dan pemantauan limbah, serta kolaborasi dengan masyarakat dan LSM untuk 

meningkatkan transparansi pengawasan. Pengawasan izin lingkungan merupakan langkah kunci dalam 

memastikan pembangunan berwawasan lingkungan. KLHK dan pemerintah daerah memiliki peran 

strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. 

Dengan memperkuat sinergi, meningkatkan teknologi pengawasan, dan melibatkan partisipasi 

masyarakat, diharapkan pengelolaan lingkungan di Indonesia dapat lebih efektif dan berkelanjutan.  

 

Analisis Studi Kasus: Peran Hukum Administrasi dalam Pengendalian Izin Lingkungan pada 

Proyek Strategis Nasional   

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah Indonesia 

untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, 
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pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan PSN 

seringkali berbenturan dengan aspek lingkungan hidup dan sosial, sehingga memerlukan pengaturan 

yang ketat melalui instrumen hukum administrasi (Wibisana, 2021). Hukum administrasi berperan 

sebagai kerangka regulasi yang mengatur proses perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam 

pelaksanaan proyek-proyek strategis. Salah satu aspek krusial adalah pengendalian izin lingkungan, 

yang menjadi pintu masuk legalitas suatu proyek dari perspektif lingkungan hidup. Tanpa izin 

lingkungan yang sah, suatu proyek infrastruktur dapat dianggap ilegal dan berpotensi menimbulkan 

dampak negatif yang luas. Dalam konteks hukum administrasi lingkungan, terdapat beberapa instrumen 

kunci yang menjadi dasar pengaturan, antara lain: Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang mewajibkan setiap proyek 

pembangunan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya 

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Peraturan Pemerintah No. 

22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang 

mengatur secara teknis proses perizinan lingkungan. Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) sebagai otoritas yang berwenang dalam menerbitkan izin lingkungan dan 

melakukan pengawasan.  

Hukum administrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai instrumen 

untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dan perlindungan hak masyarakat (Santoso, 2019). Salah 

satu contoh nyata dari peran hukum administrasi dalam pengendalian izin lingkungan adalah studi 

kasus: Bendungan Jatigede dan Kompleksitas Permasalahan Hukum Administrasi. Bendungan Jatigede 

di Jawa Barat merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk menyediakan 

pasokan air irigasi, air baku, dan pembangkit listrik tenaga air. Proyek ini telah melalui proses AMDAL 

sejak tahun 2006, namun pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah, seperti: Dampak Sosialnya 

seperti Penggusuran terhadap ribuan keluarga tanpa ganti rugi yang memadai (KLHK, 2018), Dampak 

Lingkungannya seperti Perubahan ekosistem sungai, potensi banjir, dan kerusakan habitat alami 

(WALHI, 2017). Proses Partisipasi Publik yang Lemah seperti Masyarakat setempat mengeluhkan 

minimnya keterlibatan dalam proses penyusunan AMDAL. Beberapa masalah hukum yang muncul 

dalam proyek ini meliputi: 

1. Sengketa Lahan : Masyarakat menuntut ganti rugi yang sesuai dengan nilai pasar, sementara 

pemerintah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai acuan yang seringkali lebih 

rendah. Beberapa kasus dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan putusan yang 

beragam (Putusan PTUN Bandung No. 15/G/LH/2018). 

2. Pelanggaran Prosedur AMDAL : Proses konsultasi publik dianggap tidak memenuhi standar 

partisipasi yang diatur dalam Pasal 26 UU PPLH. Beberapa LSM lingkungan mengajukan 

judicial review terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan KLHK. 

3. Dampak Lingkungan Jangka Panjang : Perubahan aliran sungai mengakibatkan kekeringan di 

beberapa wilayah hilir, munculnya sedimentasi yang mengurangi usia pakai bendungan. 

4. Peran Hukum Administrasi dalam Penyelesaian Konflik : 

• Fungsi Pengawasan KLHK : KLHK sebagai otoritas lingkungan memiliki kewenangan untuk 

memantau kepatuhan pelaksanaan proyek terhadap izin lingkungan, memberikan sanksi 

administratif jika terjadi pelanggaran, seperti peringatan tertulis, pemberian denda, 
penangguhan atau pencabutan izin (Pasal 76 PP 22/2021). 

• Mekanisme Penyelesaian Sengketa : Administratif seperti masyarakat dapat mengajukan 

keberatan melalui proses banding administratif di dalam KLHK. Yudisial seperti gugatan 

dapat diajukan ke PTUN jika kebijakan atau izin dianggap merugikan. Non-Litigas seperti 

mediasi atau musyawarah untuk penyelesaian konflik lahan. 

• Evaluasi Kebijakan : Pemerintah telah melakukan beberapa langkah perbaikan, seperti revisi 

AMDAL untuk mempertimbangkan dampak sosial-ekologis yang lebih komprehensif. 

Peningkatan transparansi dalam proses perizinan melalui sistem Online Single Submission 

(OSS). 

Selain Bendungan Jatigede, proyek Tol Trans Jawa juga menjadi salah satu kasus di mana hukum 

administrasi berperan dalam pengendalian izin lingkungan. Proyek ini juga menghadapi tantangan 

serupa, terutama dalam hal pembebasan lahan dan kerusakan lingkungan. Pemerintah menerbitkan 
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Perpres No. 109/2020 untuk mempercepat pembangunan dengan tetap mempertimbangkan aspek 

lingkungan. Namun, kritik masih muncul terkait minimnya kajian lingkungan untuk beberapa segmen 

tol, Konflik lahan yang berujung pada protes masyarakat.Agar hukum administrasi dapat berperan 

optimal dalam pengendalian izin lingkungan, diperlukan : Penguatan Partisipasi Publik seperti 

konsultasi publik harus dilakukan secara inklusif dan terbuka, masyarakat harus diberikan akses 

informasi yang memadai. Peningkatan Kapasitas Aparatur seperti pelatihan bagi pejabat perizinan 

untuk memahami aspek teknis dan hukum lingkungan. Penguatan sistem pengawasan berbasis 

teknologi. Penegakan Hukum yang Konsisten seperti sanksi administratif harus diberlakukan secara 

tegas tanpa diskriminasi, perlu adanya audit lingkungan independen untuk proyek-proyek strategis. 

Harmonisasi Kebijakan seprti koordinasi antara KLHK, kementerian teknis, dan pemerintah 

daerah perlu ditingkatkan, penyederhanaan regulasi untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. 

Hukum administrasi memegang peran sentral dalam mengendalikan izin lingkungan pada Proyek 

Strategis Nasional. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kualitas regulasi yang responsif 

terhadap dinamika lingkungan, akuntabilitas pemerintah dalam penerbitan izin, keterlibatan 

masyarakatdalam pengambilan keputusan. Dengan memperkuat aspek-aspek tersebut, pembangunan 

infrastruktur dapat berjalan seimbang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

 

Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

    Penegakan hukum administrasi dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan berbagai pihak 

terhadap regulasi lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melalui pendekatan hukum 

administratif yang bersifat khusus ini, pemerintah memiliki kemampuan untuk secara efektif 

mengendalikan dampak negatif berbagai aktivitas pembangunan terhadap kelestarian lingkungan hidup, 

sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang. Dalam mekanisme ini, 

pemerintah memegang peran sentral sebagai regulator utama yang bertugas mengawasi dan 

menegakkan kepatuhan melalui tiga instrumen utama, yaitu sistem perizinan lingkungan yang ketat, 

mekanisme pemantauan berkelanjutan, serta penerapan sanksi administratif yang bersifat tegas namun 

mendidik. Penegakan hukum lingkungan secara administratif dapat diklasifikasikan menjadi dua 

pendekatan utama yang saling melengkapi, yaitu pendekatan preventif (pencegahan) dan pendekatan 

represif (penindakan).  

Pendekatan preventif diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan pengawasan yang ketat dan 

komprehensif terhadap berbagai aktivitas berisiko tinggi, khususnya pada proyek-proyek strategis 

nasional yang memiliki dampak lingkungan signifikan. Mekanisme ini dirancang untuk secara proaktif 

mengidentifikasi potensi pelanggaran sebelum terjadi kerusakan lingkungan yang lebih parah. 

Sementara itu, pendekatan represif diwujudkan melalui penerapan berbagai bentuk sanksi administratif 

yang bersifat progresif, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin operasional, 

hingga pencabutan izin secara permanen terhadap pelaku usaha yang secara nyata terbukti melanggar 

peraturan lingkungan hidup. Berdasarkan pandangan komprehensif yang dikemukakan oleh pakar 

hukum lingkungan Mas Ahmad Santosa, penegakan hukum administrasi lingkungan memiliki beberapa 

keunggulan substantif dibandingkan dengan instrumen hukum pidana dan perdata, khususnya dalam 
konteks pengendalian dan pengawasan izin lingkungan pada proyek-proyek strategis nasional yang 

memiliki dampak lingkungan luas.  

1. Efektivitas Pendekatan Preventif yang Holistik : Hukum administrasi menyediakan kerangka 

hukum yang memungkinkan intervensi dini yang lebih efektif melalui mekanisme 

pengawasan izin lingkungan yang ketat dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang 

komprehensif. Sebagai contoh konkret, dalam proyek pembangunan infrastruktur berskala 

besar seperti jalan tol trans-Jawa atau pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pemerintah 

melalui kementerian terkait memiliki kewenangan penuh untuk menolak permohonan atau 

bahkan membatalkan izin lingkungan yang telah diterbitkan jika dokumen pengelolaan 

lingkungan yang diserahkan tidak memenuhi standar teknis yang berlaku. Mekanisme 

preventif semacam ini secara signifikan dapat mengurangi risiko kerusakan lingkungan 

sebelum proyek tersebut mulai beroperasi, suatu hal yang sangat berbeda dengan pendekatan 
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hukum pidana yang baru dapat diimplementasikan setelah terjadi pencemaran atau kerusakan 

lingkungan yang nyata. 

2. Efisiensi Biaya dan Waktu yang Signifikan :  Proses penegakan hukum administrasi 

menawarkan keunggulan substantif dalam hal efisiensi biaya operasional dan waktu eksekusi. 

Hal ini disebabkan karena mekanismenya yang tidak memerlukan proses peradilan yang 

panjang dan berbelit-belit. Sebagai ilustrasi, ketika sebuah perusahaan tambang terbukti 

melanggar ketentuan izin pembuangan limbah dengan melebihi baku mutu yang ditetapkan, 

pemerintah melalui dinas lingkungan hidup daerah dapat secara langsung mengenakan sanksi 

administratif berupa denda progresif atau pembekuan sementara operasional tambang tanpa 

harus menunggu proses persidangan yang memakan waktu bertahun-tahun. Kondisi ini sangat 

kontras dengan proses penegakan hukum pidana yang membutuhkan pembuktian yang sangat 

berat secara hukum dan waktu penyelesaian yang lama, atau mekanisme hukum perdata yang 

mensyaratkan adanya gugatan aktif dari pihak-pihak yang dirugikan. 

3. Optimalisasi Alokasi Pendanaan Pengawasan : Sistem penegakan hukum administrasi 

memungkinkan alokasi sumber daya keuangan yang lebih terarah dan efektif. Dana yang 

tersedia dapat secara strategis difokuskan pada penguatan sistem pengawasan rutin, seperti 

pemantauan kualitas air permukaan dan udara ambien di sekitar kawasan proyek strategis 

secara berkala. Sebagai contoh praktis, dana yang diperoleh dari penerapan sanksi 

administratif dapat dialokasikan kembali secara khusus untuk program pemulihan lingkungan 

di daerah-daerah yang terdampak, seperti kegiatan reklamasi lahan bekas tambang yang 

terabaikan atau rehabilitasi ekosistem mangrove di kawasan pesisir yang mengalami 

degradasi. Mekanisme pendanaan seperti ini menciptakan siklus berkelanjutan di mana 

pelanggar lingkungan pada dasarnya turut membiayai upaya pemulihan kerusakan yang 

mereka timbulkan. 

 

Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan 

Sanksi administratif dalam hukum lingkungan hidup merupakan instrumen penegakan hukum 

yang memiliki karakteristik khusus dan tujuan strategis, dengan pendekatan yang berbeda secara 

fundamental dari sanksi pidana. Berbeda dengan sanksi pidana yang bersifat represif dan bertujuan 

untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran melalui hukuman yang bersifat menghukum, 

sanksi administratif lebih berorientasi pada fungsi preventif-korektif dan edukatif. Fungsi preventif-

korektif dalam sanksi administratif tercermin dalam kemampuannya untuk menghentikan segera 

aktivitas yang berpotensi atau telah menyebabkan kerusakan lingkungan, mencegah meluasnya dampak 

negatif terhadap ekosistem, serta memulihkan kondisi lingkungan yang telah terdegradasi akibat 

aktivitas yang tidak sesuai dengan regulasi lingkungan. Sementara itu, fungsi edukatif diwujudkan 

melalui upaya meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha, membangun budaya kepatuhan terhadap 

regulasi lingkungan, serta memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan. Sanksi 

administratif memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari sanksi hukum lainnya. Pertama, 

dari segi objektivitas penegakan, sanksi ini berfokus pada perbuatan melanggar (act-oriented) tanpa 
mempertimbangkan unsur kesalahan (mens rea), serta dapat diterapkan secara proporsional sesuai 

tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Kedua, dalam hal efisiensi proses, 

sanksi administratif tidak memerlukan proses peradilan yang panjang karena dapat dilaksanakan secara 

administratif oleh otoritas berwenang dan memiliki efek penerapan yang cepat (immediate effect), 

sehingga dapat segera memberikan dampak terhadap pelaku pelanggaran dan lingkungan yang 

terdampak. Ketiga, sifat restoratifnya terlihat dari penekanan pada pemulihan lingkungan, adanya 

mekanisme pengawasan pasca-sanksi untuk memastikan bahwa pelaku telah melakukan tindakan 

perbaikan yang diperlukan, serta kemungkinan untuk dikombinasikan dengan program pembinaan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. 

 Sistem pengawasan lingkungan hidup sebagai basis penegakan hukum administratif meliputi 

tiga aspek utama yang saling berkaitan dan mendukung efektivitas implementasi sanksi administratif. 

Komponen pengawasan mencakup pemantauan rutin kualitas lingkungan yang dilakukan oleh instansi 

terkait, evaluasi dokumen pengelolaan lingkungan yang disusun oleh pelaku usaha, investigasi laporan 
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masyarakat terkait dugaan pelanggaran lingkungan, serta audit lingkungan berkala yang bertujuan untuk 

menilai kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Tahapan pengawasan meliputi proses identifikasi 

potensi pelanggaran yang dilakukan melalui berbagai metode pemantauan, verifikasi lapangan untuk 

memastikan kebenaran dugaan pelanggaran, analisis bukti dan data yang dikumpulkan selama proses 

investigasi, penyusunan rekomendasi yang akan menjadi dasar penerapan sanksi administratif, serta 

tindak lanjut pengawasan untuk memastikan bahwa sanksi yang diterapkan telah memberikan dampak 

yang diharapkan. Berbagai aktor terlibat dalam pengawasan ini, termasuk instansi teknis lingkungan 

yang memiliki kewenangan dalam pengawasan, tim gabungan lintas sektor yang terdiri dari berbagai 

pihak terkait, tenaga ahli independen yang memberikan analisis objektif terhadap kondisi lingkungan, 

serta lembaga swadaya masyarakat yang berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pengawasan lingkungan.  

Pengawasan lingkungan memiliki fungsi strategis yang melampaui sekadar kontrol terhadap 

aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Fungsi preventif diwujudkan melalui deteksi dini 

potensi pelanggaran yang dilakukan melalui pemantauan rutin, peringatan dini terhadap risiko 

lingkungan yang dapat terjadi akibat aktivitas tertentu, serta evaluasi efektivitas dokumen pengelolaan 

lingkungan yang menjadi dasar dalam penerapan regulasi lingkungan. Fungsi korektif mencakup 

pembinaan teknis pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi lingkungan, 

rekomendasi perbaikan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan, 

serta verifikasi pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha setelah menerima sanksi 

administratif. Sementara itu, fungsi evaluatif meliputi penilaian kinerja pengelolaan lingkungan yang 

dilakukan secara berkala, penyempurnaan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas 

regulasi lingkungan, serta pengembangan sistem pengawasan yang lebih adaptif terhadap 

perkembangan teknologi dan kebutuhan lingkungan. Dalam konteks pengendalian izin lingkungan, 

mekanisme ini diterapkan melalui tiga tahap utama yang saling berkaitan. Tahap pra-izin meliputi 

evaluasi kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pelaku usaha, verifikasi lapangan untuk memastikan 

bahwa dokumen yang diajukan sesuai dengan kondisi nyata, serta penetapan persyaratan tambahan jika 

diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan.  

Tahap pasca-izin mencakup pemantauan rutin terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pelaku 

usaha, evaluasi laporan pelaksanaan yang disusun oleh pihak terkait, serta investigasi keluhan 

masyarakat yang dapat menjadi dasar dalam penerapan sanksi administratif. Sedangkan tahap 

penegakan hukum meliputi penerapan skema sanksi progresif yang bertujuan untuk memberikan efek 

jera kepada pelaku pelanggaran, mekanisme banding administratif yang memungkinkan pelaku usaha 

untuk mengajukan keberatan terhadap sanksi yang diterapkan, serta evaluasi efektivitas sanksi yang 

dilakukan untuk memastikan bahwa sanksi yang diterapkan telah memberikan dampak yang 

diharapkan. Implementasi sistem ini menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan solusi 

komprehensif agar dapat berjalan secara efektif. Kendala teknis seperti keterbatasan sumber daya 

manusia pengawas dan minimnya alat pemantauan dapat diatasi melalui penguatan kapasitas dan 

teknologi yang lebih canggih. Kendala administratif berupa prosedur yang rumit dan koordinasi lintas 

instansi yang belum optimal memerlukan penyederhanaan prosedur agar lebih efisien. Sementara itu, 

kendala hukum seperti ketidakjelasan norma dan inkonsistensi penegakan membutuhkan 
penyempurnaan regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan lingkungan dan kebutuhan 

masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa sistem sanksi administratif dalam hukum lingkungan hidup 

merupakan mekanisme penegakan hukum yang unik, efektif, dan efisien. Dengan pendekatan yang 

berorientasi pada pemulihan lingkungan dan didukung oleh sistem pengawasan yang komprehensif, 

instrumen ini mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan 

lingkungan hidup secara berkelanjutan, sekaligus menjawab berbagai tantangan pengelolaan 

lingkungan di era pembangunan modern.  

 

Dasar Hukum Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan di Indonesia  

Sistem penegakan hukum administrasi lingkungan di Indonesia memiliki fondasi hukum yang 

kuat dan komprehensif, dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai pilar utama yang tidak hanya menjadi grand design 

kebijakan lingkungan nasional, tetapi juga menciptakan paradigma baru dalam penegakan hukum 



 

2025 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline 

 

Vol. x No. x           Review Artikel: Identifikasi Bahan Pemanis Buatan (Bilqisti Rahmadani Lestari et. al.) | 12  

lingkungan yang lebih mengedepankan pendekatan administratif-preventif. Secara khusus, UUPPLH 

mengatur secara rinci tiga aspek fundamental: pertama, aspek kewenangan (Pasal 63-65) yang 

mencakup hierarki kewenangan dari tingkat pusat hingga daerah, mekanisme koordinasi antar level 

pemerintahan, dan prinsip desentralisasi dalam pengawasan lingkungan; kedua, sistem perizinan (Pasal 

36-47) yang mengatur kewajiban izin lingkungan sebagai prasyarat operasional, integrasi AMDAL 

dalam proses perizinan, serta mekanisme evaluasi dan pemantauan pasca-izin; dan ketiga, penegakan 

hukum (Pasal 69-82) yang menjabarkan jenis dan hierarki sanksi administratif, prosedur penerapan 

sanksi, serta hak banding administratif. Untuk mengoperasionalkan UUPPLH, telah diterbitkan 

berbagai peraturan pelaksana yang membentuk sistem penegakan hukum administrasi lingkungan yang 

komprehensif, meliputi: (1) Peraturan Pemerintah seperti PP No. 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan PPLH, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan PP No. 46 Tahun 2017 

tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan; (2) Peraturan Menteri termasuk Permen LHK No. 02 Tahun 

2013 tentang Pedoman Sanksi Administratif, Permen LHK No. 05 Tahun 2021 tentang Audit 

Lingkungan Hidup, serta Permen LHK No. 10 Tahun 2022 tentang Pengawasan Lingkungan Hidup; 

dan (3) Regulasi Khusus Proyek Strategis seperti Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Percepatan 

Proyek Strategis Nasional, Permen PUPR No. 12 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Perizinan, serta 

SE KLHK No. 1 Tahun 2023 tentang Pengawasan PSN Bidang Lingkungan. Struktur kelembagaan 

penegakan hukum administrasi lingkungan di Indonesia menganut model multi-level governance yang 

terdiri dari tiga level utama. Pada tingkat pusat, terdapat Menteri LHK sebagai penanggung jawab 

utama, Direktorat Jenderal PPKL sebagai pelaksana teknis, dan Inspektorat Jenderal sebagai pengawas 

internal. Di tingkat daerah, kewenangan dibagi antara Gubernur untuk lintas kabupaten/kota, 

Bupati/Walikota untuk wilayah administratif, serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Sementara itu, aparat pengawasan terdiri dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), Pejabat 

Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), dan Tim Gabungan Pengawasan Khusus. 

 Implementasi penegakan hukum administrasi dalam proyek strategis nasional melibatkan 

mekanisme pengawasan yang sistematis melalui tiga tahapan utama. Tahap pra-konstruksi meliputi 

verifikasi kelengkapan dokumen lingkungan, pemeriksaan lapangan due diligence, serta penerbitan izin 

lingkungan dengan persyaratan khusus. Pada tahap konstruksi, dilakukan pemantauan rutin bulanan, 

pengambilan sampel lingkungan berkala, dan investigasi keluhan masyarakat. Sedangkan pada tahap 

operasional, dilaksanakan audit lingkungan wajib setiap 3 tahun, evaluasi laporan triwulanan, serta 

pemeriksaan mendadak (spot check). Namun demikian, penegakan hukum administrasi menghadapi 

tantangan khusus dalam proyek strategis nasional, terutama terkait tiga aspek krusial. Pertama, dilema 

pembangunan versus lingkungan yang meliputi tekanan percepatan proyek, kepentingan investasi skala 

besar, dan pertimbangan makroekonomi. Kedua, kompleksitas regulasi yang mencakup tumpang tindih 

kewenangan, inkonsistensi penafsiran hukum, serta dinamika perubahan regulasi. Ketiga, kapasitas 

kelembagaan yang meliputi keterbatasan SDM ahli, minimnya alat pemantauan canggih, dan anggaran 

pengawasan yang terbatas. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan rekomendasi 

penguatan sistem melalui tiga pendekatan utama. Pertama, harmonisasi regulasi melalui penyusunan 

NSPK pengawasan PSN, standar baku mutu khusus proyek strategis, serta pedoman teknis terintegrasi. 

Kedua, penguatan kelembagaan meliputi pembentukan tim pengawasan khusus PSN, rekrutmen tenaga 
ahli lingkungan, dan pengembangan laboratorium lingkungan. Ketiga, inovasi pengawasan melalui 

pemanfaatan teknologi remote sensing, sistem pemantauan real-time, serta database terpadu 

pelanggaran lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum penegakan administrasi 

lingkungan di Indonesia telah cukup komprehensif, namun masih memerlukan penyesuaian khusus 

untuk mengakomodir karakteristik proyek strategis nasional. Dengan penguatan sistem dan 

kelembagaan secara menyeluruh, mekanisme penegakan hukum administrasi lingkungan ini dapat 

menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menjaga keseimbangan yang berkelanjutan antara 

pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. 

 

 

Pentingnya Partisipasi Publik dalam AMDAL: Transparansi, Keberlanjutan, dan Tantangan 

dalam Proses Perizinan Lingkungan 
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Izin lingkungan merupakan salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin usaha atau 

kegiatan yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan. Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen 

hukum yang memastikan bahwa setiap proyek strategis nasional (PSN) atau usaha lainnya tetap 

mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Proses penerbitan izin 

lingkungan di Indonesia umumnya melalui dua tahapan utama, yaitu penyusunan dokumen AMDAL 

atau UKL-UPL serta permohonan penerbitan izin lingkungan kepada otoritas terkait. Dalam konteks 

partisipasi masyarakat, kedua tahapan ini memiliki mekanisme keterlibatan publik yang berbeda. 

Peraturan terkait memastikan bahwa dalam tahapan penyusunan AMDAL, masyarakat harus diberi 

kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan transparansi serta memungkinkan masyarakat memberikan masukan mengenai potensi 

dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat proyek yang direncanakan. Namun, dalam praktiknya, 

masih banyak tantangan dalam mewujudkan partisipasi publik yang efektif. Konflik sosial sering kali 

muncul akibat kurangnya sosialisasi proyek kepada masyarakat, keterbatasan akses terhadap informasi 

lingkungan, dan kurangnya mekanisme yang memungkinkan masyarakat menyuarakan keberatan 

mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, izin lingkungan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 

digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dianggap merugikan ekosistem atau hak-hak 

masyarakat terdampak. Partisipasi Masyarakat dalam Proses AMDAL: Regulasi dan Implementasi 

1. Mekanisme Partisipasi dalam AMDAL dan UKL-UPL : Pada tahap UKL-UPL, partisipasi 

masyarakat tidak secara eksplisit difasilitasi dalam regulasi. Hal ini disebabkan oleh 

asumsi bahwa jenis usaha atau kegiatan yang memerlukan UKL-UPL tidak memiliki 

dampak lingkungan yang signifikan sehingga keterlibatan publik dianggap tidak memiliki 

urgensi nyata.  Sebaliknya, dalam tahap AMDAL, partisipasi masyarakat menjadi elemen 

yang diwajibkan oleh regulasi. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa 

masyarakat yang diikutsertakan dalam penyusunan AMDAL mencakup : Masyarakat yang 

terkena dampak langsung, yang berarti kelompok atau individu yang wilayahnya 

terdampak oleh proyek tersebut. Pemerhati lingkungan hidup, termasuk organisasi 

lingkungan maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pihak yang terpengaruh atas 

segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL, yang mencakup akademisi, komunitas 

lokal, serta kelompok-kelompok masyarakat lain yang memiliki kepentingan terhadap 

lingkungan.   

Partisipasi publik dalam AMDAL tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diatur dalam Pasal 9 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang menegaskan 

bahwa keterlibatan masyarakat dilakukan melalui : Pengumuman rencana usaha atau kegiatan, yang 

memungkinkan masyarakat mengetahui secara terbuka proyek yang akan dikembangkan. Konsultasi 

publik, yang bertujuan untuk mengakomodasi masukan serta aspirasi masyarakat sebelum dokumen 

Kerangka Acuan (KA) AMDAL disusun. Secara normatif, regulasi telah mengakomodasi keterlibatan 

masyarakat dalam proses perizinan lingkungan. Namun, pada tataran empiris, sering kali terjadi 

tantangan dalam implementasi partisipasi publik yang benar-benar efektif, terutama dalam proyek-

proyek besar seperti proyek strategis nasional.   
2. Manfaat Partisipasi Publik dalam Proses AMDAL : Keterlibatan publik dalam AMDAL 

memiliki berbagai manfaat yang berdampak besar bagi keberlanjutan proyek dan 

kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Berikut beberapa manfaat utama 

dari partisipasi masyarakat dalam AMDAL :  

a. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas : Partisipasi publik membuka ruang bagi 

masyarakat untuk memahami rencana proyek secara menyeluruh, termasuk dampak 

lingkungan, sosial, dan ekonomi yang mungkin timbul. Transparansi yang tercipta 

dalam proses AMDAL membantu membangun kepercayaan antara pengembang 

proyek, pemerintah, dan masyarakat terdampak.  

b. Mengidentifikasi Masalah Lokal Secara Lebih Akurat : Masyarakat lokal memiliki 

pemahaman yang lebih baik tentang kondisi lingkungan di daerah mereka. Dengan 

melibatkan mereka dalam proses AMDAL, potensi masalah lingkungan yang mungkin 
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terlewatkan oleh pengembang proyek atau konsultan dapat teridentifikasi lebih awal. 

Misalnya, risiko pencemaran air, konflik lahan, atau ancaman terhadap habitat lokal.   

c. Meminimalkan Konflik Sosial : Keterlibatan masyarakat dalam AMDAL 

memungkinkan mereka untuk menyampaikan kekhawatiran atau keberatan sejak awal, 

sehingga mengurangi risiko konflik sosial di masa depan.   

d. Meningkatkan Kualitas Keputusan dan Mitigasi Risiko : Masukan dari masyarakat 

dapat membantu memperbaiki desain proyek sehingga dampak negatif terhadap 

lingkungan dapat diminimalkan.   

e. Memenuhi Kewajiban Hukum Partisipasi publik merupakan persyaratan yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga ketidakterlibatan 

masyarakat dapat menyebabkan dokumen AMDAL dianggap tidak sah.   

3. Tantangan dalam Mewujudkan Partisipasi Publik yang Efektif : Meskipun penting, 

partisipasi publik dalam AMDAL sering kali menghadapi berbagai tantangan, di antaranya 

: kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya AMDAL dan hak mereka dalam 

proses perizinan lingkungan, keterbatasan Informasi mengenai proyek, sering kali tidak 

disampaikan dengan jelas kepada Masyarakat, ketimpangan Kekuasaan, di mana 

masyarakat merasa tidak memiliki posisi tawar dalam berhadapan dengan pemerintah atau 

pengembang proyek, Proses Formal yang Kompleks sulit dipahami oleh masyarakat awam 

tanpa pendampingan atau edukasi, Dominasi Kepentingan Ekonomi di mana proyek sering 

kali mendapatkan tekanan untuk segera dilaksanakan sehingga partisipasi publik hanya 

dilakukan secara formalitas.     

Partisipasi publik dalam AMDAL merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa proyek 

strategis nasional dikelola secara transparan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk 

meningkatkan keterlibatan masyarakat, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan edukasi dan 

kesadaran, penyediaan informasi yang lebih jelas, fasilitasi mekanisme partisipasi, penguatan regulasi, 

serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil.   

 

Perbandingan dengan Praktik Internasional dalam Pengelolaan Izin Lingkungan 

Dalam berbagai negara, sistem perizinan lingkungan untuk proyek strategis nasional (PSN) diatur 

melalui kebijakan hukum administrasi yang berbeda, yang mencerminkan karakteristik hukum, politik, 

ekonomi, dan sosial masing-masing negara. Perbandingan terhadap beberapa pendekatan internasional 

dapat memberikan wawasan yang berharga bagi Indonesia dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan 

izin lingkungan. Studi kasus dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia menunjukkan 

beragam mekanisme yang diterapkan untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan 

infrastruktur dan perlindungan lingkungan hidup.   

4. Uni Eropa: Pendekatan Kehati-hatian dan Partisipasi Publik dalam Proses Perizinan. Uni Eropa 

dikenal sebagai salah satu kawasan yang memiliki regulasi lingkungan yang paling ketat dan 

sistematis. Regulasi yang diterapkan berlandaskan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan 

lingkungan dan memastikan keterlibatan publik dalam setiap tahap proses perizinan. 
Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, sebagai salah satu pilar utama kebijakan 

lingkungan Uni Eropa, mewajibkan setiap proyek strategis yang berpotensi menimbulkan 

dampak signifikan terhadap ekosistem untuk menjalani penilaian menyeluruh sebelum diberikan 

izin. Selain itu, mekanisme Aarhus Convention memastikan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk memperoleh informasi lingkungan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait 

proyek-proyek besar. Pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia : Menjamin transparansi 

dalam pemberian izin lingkungan dengan membuka akses informasi kepada public, 

meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui mekanisme konsultasi publik sebelum izin 

dikeluarkan, mengadopsi standar penilaian dampak lingkungan yang lebih ketat untuk 

memastikan keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan ekosistem.   

2. Amerika Serikat : Regulasi Berbasis Kajian Lingkungan dan Mekanisme Litigasi Sistem perizinan 

lingkungan di Amerika Serikat memiliki landasan hukum yang kuat melalui National 

Environmental Policy Act (NEPA). Undang-undang ini mewajibkan setiap proyek besar untuk 
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menjalani kajian mendalam terhadap dampak lingkungannya sebelum mendapatkan izin dari 

otoritas terkait. Selain itu, peran Environmental Protection Agency (EPA) sebagai lembaga 

pengawas independen sangat dominan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. 

Salah satu aspek unik dari sistem perizinan di AS adalah adanya mekanisme litigasi, di mana 

masyarakat dan organisasi lingkungan dapat melakukan gugatan hukum terhadap proyek yang 

dianggap berpotensi merusak lingkungan. Pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia : 

Memperkuat peran lembaga independen dalam mengawasi implementasi izin lingkungan dan 

penegakan hukum administrasi, mengembangkan sistem hukum yang memungkinkan 

masyarakat mengajukan keberatan atau gugatan terhadap proyek yang dianggap menimbulkan 

dampak negatif terhadap lingkungan, Menegaskan pentingnya kajian lingkungan sebagai syarat 

wajib dalam pemberian izin proyek strategis nasional.   

3. Jepang : Pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan dan Strategi Mitigasi Risiko. Jepang 

merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki kebijakan lingkungan yang berorientasi pada 

solusi berbasis teknologi dan mitigasi risiko. Melalui kebijakan Green Growth Strategy, Jepang 

mendorong penerapan teknologi rendah emisi serta inovasi dalam pengelolaan lingkungan pada 

proyek-proyek besar. Pendekatan ini memungkinkan Jepang untuk mengintegrasikan aspek 

keberlanjutan dalam proyek strategis nasionalnya tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Selain itu, Jepang juga memiliki mekanisme kompensasi lingkungan bagi masyarakat yang 

terdampak langsung oleh proyek-proyek berskala besar. Pelajaran yang dapat diterapkan di 

Indonesia : Mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam proyek 

strategis nasional, mendorong kebijakan berbasis inovasi untuk menyeimbangkan pembangunan 

dengan upaya perlindungan lingkungan, mengadopsi mekanisme kompensasi bagi masyarakat 

terdampak proyek strategis guna memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial.   

4. Australia : Pendekatan Multi-Tingkat dengan Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Australia 

memiliki sistem perizinan lingkungan yang bersifat multi-tingkat, yang melibatkan koordinasi 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penegakan regulasi lingkungan. 

Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act (EPBC Act) merupakan instrumen 

hukum utama yang digunakan untuk mengawasi proyek-proyek besar dan memastikan bahwa 

setiap pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Kebijakan ini 

memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan standar perizinan dengan 

kondisi lingkungan setempat, sehingga pengelolaan izin menjadi lebih efektif dan responsif 

terhadap kebutuhan lokal. Pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia : Memberdayakan 

pemerintah daerah dalam pengawasan izin lingkungan untuk memastikan penyesuaian regulasi 

dengan kondisi setempat, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam 

menerapkan hukum administrasi terkait perizinan lingkungan, meningkatkan kapasitas regulasi 

agar lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan daerah yang memiliki 

karakteristik lingkungan yang beragam.   

Berdasarkan perbandingan ini, Indonesia dapat mengambil berbagai pelajaran dari praktik 

internasional dalam pengelolaan izin lingkungan untuk proyek strategis nasional. Uni Eropa 

menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik, sementara Amerika Serikat menerapkan 
mekanisme litigasi yang memungkinkan masyarakat mengajukan gugatan hukum atas dampak 

lingkungan. Jepang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan serta strategi mitigasi 

risiko, sedangkan Australia menunjukkan pentingnya koordinasi multi-tingkat dalam regulasi perizinan 

lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan hukum administrasi 

nasional, Indonesia dapat lebih efektif dalam mengendalikan izin lingkungan, memastikan 

keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan ekosistem, serta meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. 

 

Potensi Reformasi Kebijakan dan Regulasi 

Presiden Joko Widodo menekankan urgensi reformasi regulasi sebagai langkah fundamental 

untuk melindungi kepentingan rakyat dan mendorong kemajuan bangsa. Dalam pidatonya, ia mengajak 

seluruh pihak termasuk pemerintah, legislator, dan Masyarakat untuk bekerja sama menyederhanakan 

aturan yang selama ini dianggap menghambat inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. 
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Menurut Presiden, regulasi yang terlalu rumit dan tidak relevan dapat menjadi kendala bagi masyarakat 

dalam menjalankan usaha, berinovasi, serta mengakses layanan publik secara lebih mudah dan cepat. 

Sebagai bagian dari reformasi ini, ia menyoroti perlunya pemanfaatan teknologi dalam penyederhanaan 

birokrasi, pengurangan praktik korupsi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. 

Digitalisasi sistem pemerintahan harus dioptimalkan agar pelayanan publik lebih efisien dan efektif, 

sehingga rakyat dapat merasakan manfaat langsung dari perubahan regulasi yang dilakukan. Regulasi 

yang sudah usang dan tidak relevan harus dihapus atau diperbarui, sementara aturan baru harus 

dirancang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan, termasuk ancaman kejahatan siber, 

perlindungan data pribadi, serta perkembangan ekonomi digital. Lebih dari sekadar menyederhanakan 

peraturan, reformasi regulasi ini bertujuan menciptakan ekosistem hukum yang fleksibel dan adaptif 

terhadap perubahan zaman, memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam menjalankan 

aktivitas sehari-hari dan merasa terlindungi oleh kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan 

nasional. Presiden Joko Widodo berharap reformasi regulasi ini dapat menjadi landasan kuat bagi 

pembangunan berkelanjutan, menjamin bahwa semua kebijakan dan peraturan yang diterapkan benar-

benar mendukung kemajuan bangsa serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Artikel tersebut juga 

membahas pentingnya reformasi hukum administrasi negara sebagai bagian dari upaya menciptakan 

pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini diperlukan mengingat masih 

adanya kelemahan dalam sistem administrasi saat ini, seperti regulasi yang tumpang tindih, prosedur 

birokrasi yang berbelit-belit, serta kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. 

Hukum administrasi negara berfungsi sebagai landasan bagi pemerintahan agar setiap kebijakan 

dan keputusan yang diambil selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, 

praktik di lapangan sering kali menunjukkan penyimpangan, seperti keputusan administratif tanpa dasar 

hukum yang jelas dan mekanisme kontrol yang kurang efektif dalam menindak pelanggaran 

administrasi. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum bagi masyarakat, menurunnya kepercayaan 

publik terhadap pemerintah, serta meningkatnya risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh 

karena itu, reformasi hukum administrasi negara harus dilakukan secara menyeluruh dan bertahap, 

dimulai dari penyederhanaan prosedur birokrasi agar lebih mudah diakses, peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, hingga penguatan mekanisme 

pengawasan dan penegakan hukum bagi pelanggaran administratif. Keterlibatan masyarakat dalam 

proses pemerintahan juga menjadi faktor penting dalam membangun sistem administrasi yang lebih 

demokratis, dengan memberikan ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan 

serta pemantauan pelaksanaannya. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan sistem administrasi negara 

dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengurangi praktik-praktik yang merugikan, 

serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Langkah ini tidak hanya akan 

memperbaiki efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik 

terhadap institusi negara serta memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan 

pelayanan optimal dari pemerintah. 

 

SIMPULAN  

Kesimpulan dari jurnal ini menegaskan bahwa hukum administrasi memegang peranan krusial 
dalam pengendalian izin lingkungan, khususnya dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Regulasi yang efektif dan transparan diperlukan guna menjamin keseimbangan antara percepatan 

pembangunan dan perlindungan lingkungan, sehingga setiap proyek yang dijalankan tidak hanya 

mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan 

kesejahteraan masyarakat. Presiden Joko Widodo menekankan urgensi reformasi regulasi sebagai 

langkah fundamental dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. 

Ia mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah, legislator, dan masyarakat, untuk berpartisipasi dalam 

penyederhanaan aturan yang selama ini dianggap menghambat inovasi, pertumbuhan ekonomi, serta 

kesejahteraan sosial. Reformasi ini menjadi keharusan mengingat masih banyak kelemahan dalam 

sistem administrasi saat ini, seperti regulasi yang tumpang tindih, prosedur birokrasi yang berbelit-belit, 

serta kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik.  

Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu solusi utama yang dapat digunakan dalam 

penyederhanaan birokrasi, pengurangan praktik korupsi, serta peningkatan transparansi dan 
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akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks hukum administrasi lingkungan, regulasi yang jelas dan kuat 

berperan penting dalam mengawasi jalannya proyek-proyek strategis nasional. Undang-Undang No. 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 

22 Tahun 2021 menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa setiap proyek strategis nasional 

memiliki izin lingkungan yang sah dan menjalani analisis dampak lingkungan yang memadai. Namun, 

dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kelemahan, seperti minimnya partisipasi publik dalam 

pengambilan keputusan, birokrasi yang kurang efisien, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum 

bagi pelanggaran administrasi. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan menjadi 

faktor penting dalam menciptakan sistem administrasi yang lebih demokratis, dengan memberikan 

ruang bagi publik untuk ikut serta dalam perumusan kebijakan serta pemantauan pelaksanaannya.  

Dari perbandingan dengan praktik internasional, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari 

pendekatan yang diterapkan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia dalam mengelola 

izin lingkungan. Uni Eropa menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses 

perizinan, sedangkan Amerika Serikat memiliki mekanisme litigasi yang memungkinkan masyarakat 

dan organisasi lingkungan mengajukan keberatan terhadap proyek yang berpotensi merusak ekosistem. 

Jepang mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam proyek-proyek besar, sementara 

Australia mengedepankan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penegakan regulasi 

lingkungan. Mengadaptasi elemen-elemen terbaik dari sistem ini akan membantu Indonesia 

menciptakan kebijakan izin lingkungan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Studi kasus yang 

dikaji dalam jurnal ini, seperti Bendungan Jatigede dan Proyek Tol Trans Jawa, mengungkapkan bahwa 

pelaksanaan izin lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik 

sosial akibat pembebasan lahan hingga dampak ekologi jangka panjang yang kurang diperhitungkan. 

Sengketa hukum yang muncul terkait perizinan proyek strategis menunjukkan bahwa hukum 

administrasi perlu diperkuat, baik dari aspek regulasi maupun implementasi.  

Dalam hal ini, peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sangat 

menentukan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada serta menindak tegas 

pelanggaran administratif yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Sebagai rekomendasi, reformasi 

hukum administrasi perlu diarahkan untuk memperkuat mekanisme pengawasan izin lingkungan, 

meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta mendorong inovasi dalam mitigasi dampak lingkungan. 

Digitalisasi sistem pemerintahan harus dioptimalkan agar pelayanan publik lebih efisien dan efektif, 

sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari perubahan regulasi yang dilakukan. 

Regulasi yang sudah usang dan tidak relevan harus dihapus atau diperbarui, sementara aturan baru harus 

dirancang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan, termasuk ancaman kejahatan siber, 

perlindungan data pribadi, serta perkembangan ekonomi digital. Dengan langkah-langkah strategis ini, 

hukum administrasi dapat berfungsi sebagai instrumen utama dalam menciptakan pemerintahan yang 

lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Reformasi regulasi ini 

diharapkan menjadi landasan kuat bagi pembangunan berkelanjutan, memastikan bahwa semua 

kebijakan dan peraturan yang diterapkan benar-benar mendukung kemajuan bangsa serta kesejahteraan 

seluruh rakyat Indonesia. 
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